ERNUR syaw
NOMOR: | 7 Taun 2010

TENTANG
PENYELENGGARAAN sISTEM PENGENDAL AN INTERN PEMERINTAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAY PROVINS] SULAWESI TENGGARA

DENGAN.RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Venimbang a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 60 Pzraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun %008 tertanq sistim Pengendalian Intern Pemerintah,
menyebutkan  bakwa Sistim Pengendalian  Intem Pemerintah
dilingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan deigan Peraturan
Gubernur;

b. baiiwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
maka periu menctapkan Peraturar Gubernur Sulawesi Tenggara
tentang Penyelenggaraan sistim Pengendalian interen Pemerintah
dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara:

Mengingat - 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti urdang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang
P.smhentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daeiah Tingkat |
Sulawesi Tenggara dengan imengubah Undang-undang Noraor 47 Prp
Tahun 1960 tentang Perapentukan Daerah Tingkat { Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan-Tenggara ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 2687);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
a -

i g(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
ara ¢

Neg han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Tamba
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10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2604 tentang Pemzrintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004 Nomor 125
Tambahan Lembaran Negara Republix Indonesia Nomo: 4437)
sebagaimana telah diubah dua Kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-
UndangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerntah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonasia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Momor 79 Tahun 2005 tentang Pedom.an
Pembinzan dan Pangawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
‘Tambahan Lembaran Neyara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Noinor 127, Tambahan Lembzran Negara Republik
Ir.doriesia, Nomor 4880);

Peraiuran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nom >t 2 Yahun 2028
tentang Urusan Peinerintahan yang menjadi
Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

kev/enai'gan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara;

Peraiuran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008
tentang Organisasi dar Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara;

Paraturan Daeral: Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja inspektorat, Bappeda dan Lembaga
Telinis Daerah Frovinsi Sulawesi Tenggara:
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MEMUTUSKAN ;

. PERATU 3
etopken P ‘RAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM  PENGENDALIAN  INTERN  PEMERINTAH DI

LINGKUNGAN  PEMERINTAl1AN PROVINS!I SULAWESI
TENGGARA
BAB|
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimuksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Terggara.

2. Pemerintah Daerah acalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi tenggara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekreiaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

5. Badan Peagawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnva disingkat
BPKP, adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab
langsung kepeda Presiden;

6. Inspektorat adalah aparat pengawssan intern Pemerintah Provinsi Sulawesi
Tenggara yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur,

7. Satuan kera Perangkat Daerah yang selanjutnya diangkat SKPD adzlah Satuan

Ierja Perangkat Daerah Fiovinsi Sulawesi Tenggara;

8. Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses integral pada tindakan dan
kegiatan yang dilakukan secera terus-menerus oleh pimoiran dan seluruh
pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas {erzapainya tujuan
organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan
keuangan, pengamanan aset regara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-uridangan; ‘
8. Sistem Pengendalian Intern pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP adalah
- Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap
pruses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencana.an:
penganggaran, dan pelaksanzan anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi

Sulawesi Tenggara,
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(0. Pengawasan Intern adalah selurut,

ditetapkan secara efektif dan efi

. sien untuk kepenti N datam
mewujudkan tata kepemerintahan yeng baik pentingan pimpinan da

1. Audit, adalah proses identfikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang

dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit,

untuk menilai kebenaran, kecemaran, krediiitas, efektivitas, efisiensi, dan

keandalan informasi pslaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;

12. Reviu, adalah penelaahan ulang bukti-

bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan kewentuan, standar,

rencana, atau nonna yang telah ditetapkan;

bukti suatu kegiatan untuk memastikan

13. Evaluasi, adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu
kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan

rnenentukan faktor-faktor yang meinpengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu
kegiatan dalam mencapai tujuan;

14. Pemantauan, adalah proses pen‘laian kemajuan suatu program atau kegiatan
dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

15. Kegiatan pengawasan lainnya, adzlah kegiatan pengawasan yang antara lain
berupa sosialisasi menganai pengawasan, pendidikan dan pelatihan
pengawasan, pembimbingan aan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan

pemaparan hasil pengawasan,

16. Petuniuk Pelaksanaan Peryelenggaraan SPIP adalah Petunjuk Pelaksanaan atas
Peratt‘.lran Guhernur Sulawesi Tenggara tentang penyelenggaraan SPIP, yang
memuat kebijakan, strategi, metodologi peneranan, dan pengintegrasian seluruh
aktivitas manajemen pemerintahan daerah, untuk memastikan bahwa seluruh
unsur SPIP telah terbangun dalam program/kegiatan pemerintahan
daerah/perangkat daerah dalam rangka menjamin pencapaian {ujuan yang

ditetapkan;
BAE. Il
TUJUAN
Pasal 2

SPIP disusun dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi
dan efisiens pencapaian tujuan Penyelenygaraan
Sulawesi Tenggara, keandalan pelaporan keuangan,
dan ketaatan tertiadap Peraturan Perundang-Undangan; | ,

tercapainya  efektifitas
Pemerintahan Provinsi
Pengamanan aset daerah
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Pasal 3

()

Untuk mencanai pengelolaan keuanyun daerah yang efaktif, efisien, transparan,

dan akuntabel, Gubemur melakukan pengendalian atas penyelenggaraan

kegiatan pemevintahan Provinsi Sulawesi Tenggara;

(2)

Fengendalian atag Penyelenggaraan kegiatan pemerintahian s2bagaimena

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan
Feraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB il
PENYELENGGARAAN SFIP

Pasal 4

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah i lingkungan Pemerintah Provinsi  wajib
rnenerapkan SPIP yang meliputi unsur :

~

a. Lingkungan Pengendalian:
b. Penilaian Risiko;

c. Kegiaten Pengendalian:
d. Informasi dan Komunikasi: dan
e. Pemantauan Pengendalian Intern.

(2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

menyatu dan menjadi bagian intergral dari kegaiatan Satuan kerja Perangkat
Daerah;

Pasal 5

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara

lingkungan pengendalian yang menimbullan pesilaku positii dan kondusif untuk
penerapan Sistim Pengendalian Intern dalain lingkungan kerjanya, melalui :

a. Penegakan intergritas dan nilai etika;
b. Komitmen terhadap kompetznsi,
C.  Kepemimpinan yang kondusif;
d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai aengan kebutuhan;
e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f.  Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber
" daya manusia;

g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, dan

h.  Hubungan kerju yang baik dengan Satuan kerja Perangkat Daerah
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. Pasa' ¢
| .
(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko,

(2) Penilaian risiko sebagimana dirnakeud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Indentifikasi risiko; dan

b. Analisis risiko,

(3) Dalam rangka penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada avat (1) Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah menetapkan :

a. Tujuan Satuar kerja Perangkat Dzerah dan

b. Tujuan pada tingkatan kegiatan, dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Pasai 7

(1) Kepala Satuan Kerja Perzngkat Daerah wajib menyelenggarakan kegiatan
pengendalian sasuai dengan ukuran hompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan,

(2) Penyelenggaraar: kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memiliki karakterisiik sebagai berikut ;

a. Kegiatan pengendalian diuiamakan pada kegiatan pokok Satuar Kerja
Perangkat Daeran;

b. Kegiatan Pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;

c. Kegiatan pengendaliar yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Satuan
kerja Perangkat Daerah;

d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;

e. Prosedur yang telah ditetapkan rarus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan
secara tertulis;dan

f. Kegiatan pcngendalian cievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa
kegiatan tersebut masih s2suai dan fungsi seperti yang diharapkan,

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat(1)terdiri atas :
a. Reviu atas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
b. Pembinaan sumber daya manusia; )
;:. Pengendalian atas pengelolaan system informasi;
d. Pengendalian fisik atas asset,

e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;

f Pemisahan fungsl;
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g. Otoritas atas yransaks; dan kejadiar yang penting;

Pencatatan
Yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan keja-fizn;
Pembatasan akses atas symber daya dan pencatatarnya;

j. Akuntabilitas terhadap sumlser daya dan pencatatannya; dan

k. Dokumentasi y: i :
asl yang baik atas Sisiem Pengendalian Intemn serta transaksi dan

kejadian penting

Pasal 8

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah wajib mengidentifikasi, mencatat dan
mengkomunikisikan informas dalar, bentuk dan waktu yang tepat;

(2) Komunikasi atas informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
diselenggarakan secara efektif.

(3) Untuk menyeler,ggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksuvd pzdas
ayat (2), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus sekurang-kurangnya :

a. Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
dan

b. Mengelola, mengembangkan dan memperbarui system informasi secara terus
menerus.

Pasal 9.

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah wajib melakukan pemantauan Sistem
Pengendalian Iniern.

(2) Pemantauan Sistem Pengendalian Intern sebagiamana dirmaksud pada ayat(1)

dilaksanakan melalul pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut

rekomenaasi hasil audit dan reviu lainnya.

Pasal 10

(1) Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

(2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
.‘ berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan SPIP yang disusun sesusi
dengan pedoman teknis penyeienggaraan SPIP yang ditetapkan oleh Kepals
BPKP sebagai pembina penyelenggaraan SPIP,
Pesal 11

(1) Dalam proses pemhangunan dan pengembangan SPIP dibentuk Satuan Tugas
SPIP Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara
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(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunin dar, tugas pokok Satuan Tugas SPIP
pererintah Provinsi Sulawesi Tenggara Jitetapkan dargan Keputusan Gubernur.

BAB IV
FENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 12
(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektivitas
penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing -masing.

(2) Untuk memperkuat dan raenunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
perangkat daerah termasuk akuntakilitas keuangan daerah.

Pasal 15
(1) Pengawasar: intern sebagaimana dimeksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan oleh
Incpektorat Provinsi Sulawesi Tenggara

(2) Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara sebagzimana dimaksud pada ayat (1)
melakukan pengawasan intern me'alui :

a. audit;
b. reviu;

c. evaluasi;

Q

. pemantauan; dan

o

. kegiatar p2ngawasan lainnya.

Pasal 14
Inspektorat Provinsi  melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dananya
bersumber dari  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi
Tengyara.
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BAB v
KETENTUAM LAIN - LAIN

- Pasal 15
Petunjuk pelaksanaan Penyelengg

10 ayat (2) harus telap ditetapk alaan spip sebagaimana dimaksud dalam Pasal
€lapkan paling | , .
Gubernur ini diun dangkan g lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan

BAB vi
PENUTYP

Pada tanggal diundangkan.

‘ Ya, memerintahkan pengundangan Perzturan
Gubernur ini - dengan Pensmpatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi
Tenggara

Agar setiap orany mengetahuin

Qitetapkandi Kendari

pada tanggal \9 -0/~ 2010

[ PARAF KOORDIMASI Zé’(’

[ UNJT SATUAN KERJA | PAR AT

1] AS. 3 ; ; GUBERNUR S WESI TENGGARA,
e - R

3 /}bvm Hu kory 13 J /

4 e ~ b |

) _1s

|
H. NUR ALAM i

k
Diundangkandi Kendari
Pada tanggal |g - O /- 2010

SEKRETARIS DAERA({ PROVINS!
SULAWESI TENGGARA,

/Y

. H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSiI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2010 NOMOR..
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